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ABSTRAK
Penelitian inimengkajipartisipasimasyarakatdalam formulasi
kebijakanmelaluiPeraturanDesa(Perdes)Nomor03Tahun2020
tentang PerlindunganAnak DesaPayung DiKabupatenBangka
Selatan.Kebijakaninihadirsebagairesponsterhadap persoalan
seriusyang dihadapianak-anakdesa,sepertikenakalan remaja,
pernikahan dini,kekerasan seksual,dan tingginya angka putus
sekolah. Tujuan daripenelitian iniadalah untuk mengetahui
bagaimana partisipasimasyarakatdalam proses pembentukan
kebijakantersebut,sertamengidentifikasiberbagaitantanganyang
dihadapipemerintah desa dalam menyusunnya.Metode yang
digunakanadalahkualitatifdeskriptif,denganteknikpengumpulan
data melaluiwawancara,observasi,dan dokumentasi.Analisis
menggunakan teoripartisipasipolitik menurutHuntington dan
Nelson (1976),yang memandang partisipasisebagaitindakan
sukarelaindividudalam urusanpublik.Dalam konteksini,partisipasi
masyarakat mencerminkan semangat gotong royong untuk
melindungihak-hak anak sebagaibagian daritanggung jawab

bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Payung menunjukkan
keterlibatanaktifmaupunpasifdalam prosespembentukanPerdes,melaluiforum musyawarah
desa,usulanlisan,dandukunganmoral.Kesadaranmasyarakattumbuhseiringmeningkatnya
kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka.Meskibegitu,pemerintah desa
menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat,
keterbatasan sumberdaya manusia,serta resistensiawaldarisebagian warga yang belum
memahamiurgensikebijakanini.

KataKunci:PartisipasiMasyarakat;PerlindunganAnak;Kebijakan

ABSTRACT

ThisstudyexaminescommunityparticipationinpolicyfonnulationthroughVillageRegulation
(Perdes)Number03 of2020 concerning Child Protection in Payung Village,South Bangka
Regency.Thispolicywasintroducedinresponsetoseriousissuesfacedbyvillagechildren,such
asjuveniledelinquency,earlymarriage,sexualviolence,andhighdropoutrates.Thepurposeof
thisstudyistounderstandhow communityparticipationoccursinthepolicy­ makingprocess
andtoidentifythevariouschallengesfacedbythevillagegovernmentinformulatingit.The
method used is descriptive qualitative,with data collection techniques including interviews,
observations,anddocumentation.TheanalysisusesHuntingtonandNelson's(1976)theoryof
politicalparticipation,whichviewsparticipationasvoluntaryactionbyindividualsinpublicaffairs.
Inthiscontext,communityparticipationreflectsaspiritofmutualcooperationtoprotectchildren's
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rightsaspartofasharedresponsibility.Theresearchresultsindicatethatthecommunityof
PayungVillagedemonstratesbothactiveandpassiveinvolvementintheprocessoffonnulating
villageregulations,throughvillagedeliberationforums,verbalproposals,and moralsupport.
Communityawarenessgrowsalongsideincreasingconcernsaboutthefutureoftheirchildren.
However,thevillagegovernmentfaceschallengessuchasalackoflegalunderstandingamong
thecommunity,limitedhumanresources,andinitialresistancefrom someresidentswhodonot
yetunderstandtheurgencyofthispolicy.

Keywords:CommunityParticipation;ChildProtection;Policy

1.PENDAHULUAN
Perlindungan anakmerupakan bagian dariupaya negara dalam menjamin kesejahteraan

seluruhwarganegara,sebagaimanatertuangdalam berbagairegulasinasionalsepertiUndang-
UndangNomor35Tahun2014tentangPerlindunganAnak,yangmerupakanperubahandariUU
Nomor23Tahun2002(Maharani,2021).Undang-undanginimenegaskanbahwaanaksebagai
bagiandarigenerasipenerusbangsamemilikihak-hakyangwajibdijamin,dilindungi,dandipenuhi
olehnegara,orangtua,keluarga,masyarakat,danlingkungansekitarnya.Upayaperlindungananak
tidakhanyamenjaditanggungjawabpemerintahpusat,tetapijugamemerlukanketerlibatanaktif
daripemerintahdaerahhinggatingkatdesa(Astriani,2023).

Dalam konteksini,desasebagaiunitpemerintahanterkecilmemilikiperanstrategisdalam
memastikanterpenuhinyahakanakmelaluipenyusunandanpelaksanaankebijakanlokalseperti
PeraturanDesa(Perdes).Pemerintahdesaberwenangmerumuskanperaturanyangmengatur
kewenanganlokalberdasarkankebutuhandanpermasalahanmasyarakat,sebagaimanadiatur
dalam Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangdesa.DesaPayung,KecamatanPayung,
KabupatenBangkaSelatanmerupakansalahsatudesayangmeresponsisuperlindungananak
melaluipenyusunan kebijakan lokal,yakniPeraturan Desa Nomor03 Tahun 2020 tentang
PerlindunganAnak.Perdesinilahirsebagaibentukresponsterhadapberbagaipermasalahananak
yangterjadidilingkungandesa,sepertikenakalanremaja,pernikahandini,kekerasanseksual
terhadapanak,sertatingginyaangkaanakputussekolah.Datapadatahun2022mencatatbahwa
ratusananakusiasekolahdidesainitidaklagimengenyam pendidikanformal.

PenyusunanPerdesPerlindunganAnakinitidakterlepasdaripartisipasimasyarakatsebagai
elemen penting dalam proses formulasikebijakan publik. Pelibatan masyarakat dalam
musyawarahdesa,diskusikelompokterfokus,sertakonsultasipublikmenjadicerminanpraktik
demokrasilokalyang substantif.Kehadiran partisipasimasyarakatmenjadijaminan agar
kebijakanyangdihasilkantidakhanyalegalsecaraformal,tetapijugalegitimitsecarasosial
karenamencerminkankebutuhannyatamasyarakatdesa.Berdasarkanlatarbelakangtersebut,
penelitianiniakanmengkajilebihlanjutsejauhmanapartisipasimasyarakatmenggunakanteori
partisipasipolitikmenurutHuntingtondan Nelson(1976),yangmemandangpartisipasisebagai
tindakansukarelaindividudalam urusanpublikdalam prosesformulasikebijakanPerdesNomor
03Tahun2020tentangPerlindunganAnakDesaPayungdiKabupatenBangkaSelatan,serta
mengidentifikasifaktor-faktorpendukung dan penghambatdalam implementasipartisipasi
tersebut.

2.METODE

Penelitianinimenggunakandesainpenelitiankualitatifdenganpendekatandeskriptif.Peneliti
menggunakanmetodepenelitiankualitatifdeskriptifdikarenakanmemilikipeluanglebihbesar
untukmengkajilebihdalam halyangakanditeliti,karenapenelitiankualitatifdapatmenjelaskan
mengapa dan bagaimana,bukan hanya sekedarapa.Menggunakan metode inikita bisa
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menambahkansumberdarijurnalterdahulu,buku,artikel,koran,sehinggadapatmemudahkan
penilitidalam menganalisis dan juga menggunakan sistem wawancara untuk mendapatkan
informasilebihlanjut.Metodedeskriptifkualitatifditujukanuntukmendeskripsikanfenomena-
fenomenayangada,baiksecaraalamiamaupunnonalamia(rekayasamanusia)denganlebih
memperhatikankualitas,karakteristik,keterkaitanantarkegiatan(sukamadinata,2011).

Adapunteknikpengumpulandatadilakukanmelaluiwawancaramendalam denganberbagai
pihakyangterlibatsecaralangsungdalam prosesformulasikebijakanyakniperdesperlindungan
anak,antaralainKepalaDesaPayung Periode2016-2022dan2022-2024,KepalaDesaPayung
Periode 2024,Perwakilan Aparat Desa Payung,Ketua BPD dan Wakil BPD ( Badan
PermusyawaratanDesa),KetuaLPM (LembagaPemberdayaanMasyarakat),KetuaKarangTaruna
Desa Payung,Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga),serta masyarakatyang
merasakandampakdaripelaksanaanperdestersebut.Sementaraitu,datasekunderdiperoleh
melaluistudidokumenyangmencakupProfilDesaPayung2022,ProfilDesaPayung2024,serta
berbagaipemberitaan darimedia lokalyang relevan.Dalam proses analisis data,peneliti
menggunakanteknikyangdikembangkanolehMilesdanHuberman,yangmencakuptigatahapan
utamayaitureduksidata,penyajiandata,danpenarikankesimpulan.Melaluitahapan-tahapanini,
penelitiberupaya menyajikan temuan secara sistematis dan dapatdipertanggungjawabkan
(Hardanietal,2020).Denganmetodeini,penelitiberupayamembangungambaranmenyeluruh
tentangsejauhmanamasyarakatDesaPayungterlibatdalam prosesformulasikebijakandesa,
danbagaimanapraktiktersebutmencerminkanprinsippartisipatifdalam pemerintahandesa.

3.HASILDANPEMBAHASAN

Berdasarkanhasildaripenelitianiniadalah:
PerlibatanMasyarakatdalam ProsesFormulasiKebijakanPerlindunganAnakdiDesaPayung

Partisipasimasyarakatmerupakanintidaripemerintahandemokratis,termasukditingkat
desa.Dalam konteksDesaPayung,pemahamanmasyarakattentangpartisipasiseringkalimasih
terbataspadakegiatansosialsepertigotongroyongataukehadirandalam acaradesa.Namun,
partisipasisejatidalam sistem pemerintahan mencakup dimensiyang lebih luas,yakni
keterlibatandalam prosespengambilankeputusan,pengawasanterhadapkebijakanpublik,serta
kemampuanmenyampaikanaspirasisecaraaktifdankonstruktif.

MengacupadateoripartisipasipolitikyangdikemukakanolehSamuelP.HuntingtondanJoan
M.Nelson,partisipasipolitikadalahketerlibatanwarganegaradalam memengaruhikebijakan
umum,baikmelaluicara-carakonvensionalsepertipemilihanumum,maupunnon-konvensional
sepertidemonstrasiatauaksisosial.Dalam kasusDesaPayung,partisipasimasyarakatdalam
pembentukan Peraturan Desa (Perdes)Nomor03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak
menunjukkan bentuk partisipasikonvensional.Huntington dan Nelson menekankan bahwa
partisipasimenjadiindikatorpenting dalam stabilitaspolitikdan kualitasdemokrasi,karena
memungkinkanintegrasiantararakyatdannegaramelaluikanal-kanalyangsah.

Dalam konteksini,masyarakatDesaPayungmenunjukkanbentukpartisipasisebagaiberikut
yakni,kesadaranmengikutikegiatanmusyawarahdanpembangunandesa,yangmencerminkan
keterlibatansukareladalam prosesdemokratis,keterlibatandalam memengaruhiarahkebijakan,
khususnya dalam merespons permasalahan sosialyang serius sepertikenakalan remaja,
pernikahandini,dankekerasanterhadapanak,melakukankontrolsosial,sepertimelaporkan
kasusyangberkaitandengananak-anakkepadaaparatdesa,keterlibatandalam musyawarahdan
pemberian saran,sepertidalam rapat-rapatmusrenbangdes,menjalin hubungan timbalbalik
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denganpemerintahdesa,sebagaibentukkomunikasiduaarah,meningkatkankepeduliankolektif,
sebagaibagiandarinilaigotong-royongdantanggungjawabsosialterhadaplingkungan.

Kehadiranmasyarakatdalam forum musyawarahdandiskusikebijakanbukanhanyasimbolik,
tetapimemilikikontribusinyataterhadapsubstansikebijakanyangdihasilkan.Dalam wawancara
denganmantanKepalaDesaPayung,BapakRipani,disebutkanbahwapartisipasimasyarakat
sudah mencapaisekitar50%.Angkainicukup menggembirakan mengingatbeberapafaktor
penghambatsepertitingkatpendidikan,usia,danpekerjaanmasyarakat(misalnyabertanidi
kebun),yangkadangmembuatsebagianwargabelum memahamiataubelum tertarikdengan
proses pengambilan keputusan desa. Pernyataan Bapak Ripanimengindikasikan bahwa
partisipasitidakhanyadilihatdarikehadiranfisiksemata,tetapijugadariinisiatifmasyarakat
dalam menyampaikan laporan,saran,dan aspirasi.Sebelum Perdes Perlindungan Anak ini
dirancang,masyarakattelahmenunjukkanpartisipasiaktifdalam melaporkanpermasalahananak
sejaktahun2017,tahundimanatingkatkenakalanremaja,pelecehanseksual,danpernikahandini
mencapaititikkritis.Darifaktaini,jelasbahwapartisipasimasyarakatbukanlahhasilmobilisasi
top-down semata,melainkan respons spontan terhadap kebutuhan dan kondisisosialdi
lingkunganmereka.

BerdasarkankerangkateoriHuntingtondanNelson,partisipasiyangsehatharusbersifataktif,
sukarela,dandilandasiolehkesadaranpolitik.Dalam halini,masyarakatDesaPayungtelah
menunjukkanbentukpartisipasiaktifdanrelatifstabil,yangtampakdaribeberapaindikatoryakni,
partisipasidalam setiap tahapan formulasikebijak,an terutama pada tahap musyawarah
pembahasan,dimana masyarakatdiundang untukmenyampaikan pendapatmereka secara
langsung,tersedianya ruang bagimasyarakatuntuk menyampaikan kritik dan saran,yang
memperkuatakuntabilitaskebijakan,adanyakemauanmasyarakatuntukmenghadirimusyawarah
desa,meskipunterkadangdihadapkanpadahambatanpekerjaanataukurangnyapemahaman
administratif.

ProsespembentukanPerdesjugatidakterlepasdaristrukturformaldesa.Dalam wawancara
denganKetuaBPD,BapakTaufik,dijelaskanbahwatahapanformulasikebijakandilakukansecara
sistematis,dimulaidariperencanaan,penyusunan,pembahasan,penetapan,hingga evaluasi.
Partisipasimasyarakatpaling dominan terjadipada tahap pembahasan,dimana mereka
dilibatkanuntukmemberikansarandanpertimbanganterhadapisikebijakan.Keterlibatanini
sangatpentingdalam menjaminbahwakebijakanyangdibentukbukanhanyaresponsbirokratis,
tetapijugamerefleksikankebutuhannyatamasyarakat.Lebihlanjut,dalam wawancaradengan
aparatdesalainnya,sepertiBapakSafariansahdanKetuaLPM,BapakRudi,diketahuibahwa
masyarakatmeresponsdenganantusiasterhadapundanganrapatmusrenbangdesyangmenjadi
forum utama pembahasan kebijakan. Walaupun tingkat kehadiran tidak selalu optimal,
keterlibatanmasyarakatdalam diskusidankeberanianmenyampaikanpendapatmenunjukkan
bahwadesamemilikibudayapolitikpartisipatifyangsedangtumbuh.

MenurutHuntington dan Nelson,keterlibatan semacam inipenting untuk menciptakan
pemerintahanyangresponsifdanakuntabel.Pemerintahdesayangmembukaruangdiskusidan
transparandalam prosespembuatankebijakanakanmeningkatkanlegitimasisosialterhadap
kebijakan tersebut.Dalam konteks ini,Pemerintah Desa Payung menunjukkan keterbukaan
melaluilangkah-langkah seperti,mengadakan sosialisasikebijakan secara terbuka kepada
masyarakat,mengundang perwakilan masyarakatdalam setiap rapatpenting,mendorong
masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung. mengintegrasikan masukan
masyarakatkedalam isikebijakanyangdiformulasikan.Namundemikian,tantanganpartisipasi
tetapada.BerdasarkanpernyataanKetuaPKK,IbuSumarni,sebagianmasyarakatmasihbelum
memahamialurpemerintahan atau proses formulasikebijakan secara menyeluruh.Halini
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disebabkan kurangnya komunikasi,rendahnya pendidikan politik warga,serta dominannya
penyebaraninformasimelaluiisu-isuinformalatauobrolanantarwarga.Halinimenjadicatatan
penting bahwa partisipasiharus ditunjang oleh pendidikan politik,akses informasi,serta
mekanismekomunikasiyangefektifantarapemerintahdesadanmasyarakat.

Jikaditarikdalam kerangkateoriHuntingtondanNelson,kualitaspartisipasiyangidealtidak
hanyamengukurtingkatketerlibatanwarga,tetapijugamelihatefektivitaspartisipasiitudalam
memengaruhikebijakanpublik.Dalam kasusini,bisadikatakanbahwapartisipasimasyarakat
DesaPayungsudahberadapadajaluryangbaik,meskipunbelum maksimal.Pemerintahdesa
perluterusmendorongwargauntuklebihterlibatmelaluipendidikanpolitik,peningkatanliterasi
kebijakan,serta pelibatan masyarakatdalam kegiatan monitoring dan evaluasipelaksanaan
Perdes.

Dengandemikian,darianalisisdiatas,dapatdisimpulkanbahwa,partisipasimasyarakat
dalam pembentukanPerdesNomor03Tahun2020diDesaPayungmerupakanbentukpartisipasi
konvensionalyang produktif,kebijakan yang dihasilkan bukan sekadarinisiatifpemerintah,
melainkan respons atas persoalan sosialyang disuarakan oleh masyarakat,keterlibatan
masyarakatbersifataktif,meskipunmasihdipengaruhiolehfaktor-faktorpenghambatseperti
pendidikan,ekonomi,dankomunikasi,prosespartisipatifinimemperkuatlegitimasisosialdari
kebijakandanmenunjukkanadanyakemajuandemokrasipartisipatifditingkatlokal.

FaktorPendukungdanPenghambatdalam FormulasiPerdesPerlindunganAnakdiDesaPayung
Formulasikebijakan publik ditingkatdesa,sepertiPeraturan Desa (Perdes)tentang

PerlindunganAnakdiDesaPayung,dipengaruhiolehberbagaifaktorinternaldaneksternal.
Menurutteoripartisipasipolitik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson,partisipasi
masyarakatdalam proseskebijakanditentukanolehsejauhmanasistem politikmemberikan
ruang partisipatifdan bagaimana aktor-aktormasyarakatmampu memanfaatkan peluang
tersebut.Dalam konteksini,faktorpendukungdanpenghambatmenjadielemenkrusialdalam
menentukankualitasformulasikebijakantersebut.
FaktorPendukung
FaktorInternal

FaktorinternalyangmendorongformulasiPerdesdiDesaPayungberasaldarikesadaran
kolektifmasyarakatterhadappentingnyaperlindungananak.Dukunganaktifdarimasyarakat,
BadanPermusyawaratanDesa(BPD),sertasinergiyangterjalinantaraaparatdesadanwarga
merupakanbentukkonkretdaripartisipasipolitikyangberkualitas.Wawancaradengantokohdesa
menunjukkanbahwamasyarakattidakhanyamenyampaikanaspirasi,tetapijugaterlibatdalam
pengawasan dan pelaksanaan program.Partisipasiinimemperlihatkan kesesuaian dengan
pemikiran Huntington dan Nelson mengenaipentingnya kesadaran sosialsebagaiprasyarat
partisipasiefektif.Dalam kerangkaini,komunitaslokalberfungsisebagaiaktorkebijakan,bukan
sekadarobjekkebijakan.
FaktorEksternal

Selaindukunganinternal,formulasiPerdesjugaditopangolehketerlibatanaktoreksternal
sepertiKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnaksertakepolisiansetempat.
Intervensipihak luarmemberikan legitimasiserta daya dorong terhadap keberlangsungan
kebijakanperlindungananak.Kolaborasilintasinstitusiinimenunjukkanbagaimanapartisipasi
vertikalantaradesadan pihakeksternalturutmemperkuatfondasikebijakan.Dukungan ini
mencerminkanapayangdikatakanHuntingtondanNelsonbahwalingkunganeksternalyang
kondusifdapatmemperluasruangpartisipasi,terutamajikaadasinergiantaraaktorlokaldan
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institusiformalnegara.
FaktorPenghambat
FaktorInternal

Hambataninternalutamanyaberkaitandengantingkatkehadiranmasyarakatdanperangkat
desadalam forum pembahasankebijakan.Banyakwargadesayangtidakdapathadirkarena
alasanpekerjaan,terutamaketikarapatdilakukanpadapagiatausianghari.Inimenunjukkan
bahwa partisipasimasyarakat sangat dipengaruhioleh kondisisosialekonomimereka.
Huntington dan Nelson menekankan bahwa kendala teknis dan strukturalsepertiinidapat
menghambatpartisipasijikatidakdiatasimelaluimekanismeadaptif.Dalam halini,kebijakan
desaperlumempertimbangkanwaktuyangfleksibelsertapolakomunikasiyangsesuaidengan
dinamikamasyarakat.
FaktorEksternal

Selainhambataninternal,terdapatpulakendalaeksternalyangbersumberdarirendahnya
tingkatliterasipolitikmasyarakat.Minimnyapemahamanterhadapjalannyapemerintahanserta
penyebaraninformasiyangkurangmeratamenyebabkansebagianmasyarakatbersikappasif.
Informasilebihseringdidapatmelaluijalurinformalsepertimulutkemulut,sehinggaakurasidan
partisipasimenjaditerbatas.MenurutHuntingtondanNelson,faktor-faktorsepertipendidikan,
kesadaranpolitik,danaksesterhadapinformasimenjadideterminanpentingdalam membentuk
partisipasiyangsubstansial.Dalam halini,DesaPayungmasihmenghadapitantangandalam
meningkatkankapasitaspolitikmasyarakatagardapatberpartisipasisecaralebihkritisdanaktif.

RelevansiTeoriPartisipasiPolitikSamuelP.HuntingtondanJoanNelsonTerhadapProses
FormulasiPerdesPerlindunganAnakdiDesaPayung

Partisipasiselamainikerapdimaknaisecarasempitsebagaikeikutsertaandalam kegiatan
sosialsemata.Namun,dalam konteks formulasikebijakan,partisipasimerupakan aspek
fundamentalyang mencerminkan keterlibatan warga negara dalam memengaruhikeputusan
pemerintah,mulaidaritahapperencanaan,pelaksanaan,hinggaevaluasi.Halinisejalandengan
teoripartisipasipolitikyangdikemukakanolehSamuelP.HuntingtondanJoanM.Nelsondalam
bukunya PoliticalParticipation in Developing Countries (1976),dimana partisipasipolitik
didefinisikansebagaiketerlibatanwarganegarabaiksecaraindividumaupunkolektifdalam upaya
memengaruhipengambilankeputusanpublik.Dalam kontekspenyusunanPeraturanDesa(Perdes)
Nomor03Tahun2020tentangPerlindunganAnakdiDesaPayung,relevansiteoriHuntingtondan
Nelsondapatdianalisismelaluibeberapabentukpartisipasiberikut:
KegiatanWargaNegara

HuntingtondanNelsonmemandangbahwabentukpalingdasardaripartisipasipolitikadalah
keterlibatanlangsungwarganegaradalam memengaruhikeputusanpolitik.DiDesaPayung,
kegiatan initercermin dalam partisipasiaktifmasyarakatdalam forum musyawarah desa,
penyampaian laporan permasalahan anak melaluiberbagaimedia informal(kotak aspirasi,
obrolansantai,hinggaforum dusun),sertaketerlibatanwargadalam pengawasansosialterhadap
anak-anak.Kegiataninimenunjukkanbahwamasyarakattidakhanyapasif,tetapiturutmenjadi
aktordalam kontrolkebijakanyangberjalan.
Lobi

Lobiadalah bentuk partisipasipolitik yang dilakukan untuk memengaruhipengambilan
keputusanmelaluipendekatanpersonalataukelompokterhadappemegangkekuasaan.DiDesa
Payung,praktiklobiterjadidalam berbagaibentukinformalsepertidiskusisaatgotongroyong,
pertemuanarisan,hinggapertemuanantartokohmasyarakat.Aspirasiyangmunculkemudian
disalurkanmelaluiBPD,kepaladusun,ataulangsungkekepaladesa.Pendekataninimerupakan
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bentuknyatadariinformallobbyingyangmenurutHuntingtondanNelsonseringterjadidalam
masyarakattradisionaldanpedesaan.
KegiatanOrganisasi

Partisipasidalam organisasimenjadisalah satu saluran penting dalam menyampaikan
aspirasimasyarakat.WargaDesaPayungmenunjukkanpartisipasiaktifdalam organisasiseperti
LembagaPemberdayaanMasyarakat(LPM),KarangTaruna,PKK,dankelompokrelawandesa.
Organisasi-organisasiinimenjadijembatan penting antara warga dan pemerintah dalam
menyampaikanisu-isuterkaitanakdanmembantumembentukagendakebijakandesa.Inisejalan
dengan gagasan Huntington dan Nelson bahwa organisasisosialberperan penting dalam
artikulasikepentinganmasyarakat.
MenghadiriRapat

Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa, musrenbangdes, dan rapat
pembahasan Perdes merupakan bentuk partisipasideliberatifyang menekankan pentingnya
keterlibatanaktifdalam prosespengambilankeputusan.Dalam forum initerjaditukargagasan,
identifikasimasalah,penyusunansolusi,sertapembentukankonsensusyangmenjadilandasan
kuatdalam perumusanPerdes.SesuaidenganprinsippartisipasideliberatifmenurutHuntington
danNelson,prosesmusyawarahinimeningkatkanlegitimasikebijakankarenamempertemukan
berbagaipihakdalam prosesperumusanyangterbukadaninklusif.

MelaluipendekatanHuntingtondanNelson,dapatdisimpulkanbahwapartisipasimasyarakat
DesaPayungdalam pembentukanPerdesPerlindunganAnakmenunjukkanketerlibatanyang
cukup komprehensif.Masyarakat tidak hanya menjadiobjek darikebijakan,tetapijuga
bertransformasisebagaisubjekaktifdalam menentukanarahkebijakan.Inidibuktikandengan:

● Adanyakesadarankritiswargaterhadapisuperlindungananak.

● Kegiatanlobidanpenyampaianaspirasimelaluiberbagaisaluraninformal.

● Keterlibatandalam organisasimasyarakatyangmenjadimediatorkepentinganwarga.

● Kehadirandankontribusidalam forum-forum formalsepertimusyawarahdesa.
Dengandemikian,PerdesNomor03Tahun2020bukanhanyaprodukteknokratispemerintah

desa,melainkan hasildarisinergikolektifantara pemerintah dan warga dalam semangat
demokrasipartisipatoris.Modelsepertiinidapatmenjadicontohnyatapenerapanteoripartisipasi
politikHuntingtondanNelsondalam kontekskebijakanlokalditingkatdesa.

4.SIMPULAN

Berdasarkanhasilpenelitianmengenaipartisipasimasyarakatdalam formulasikebijakan
Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak diDesa Payung,dapat
disimpulkanbahwapartisipasimasyarakattelahberlangsungsecaraaktif,inklusif,dansubstantif.
Prosesperumusankebijakantersebutmelibatkanberbagaielemenmasyarakatmulaidaritokoh
adat,tokohpemuda,organisasiperempuan,hinggalembagaresmidesasepertiBPDdanLPM.
Partisipasiinitidak hanya bersifatsimbolik,melainkan juga berkontribusilangsung dalam
mengidentifikasipermasalahan anak,merumuskan solusi,dan menyampaikan aspirasiyang
kemudiandiakomodasidalam substansiperaturandesa.

Bila dianalisis dengan menggunakan teoripartisipasimenurutHuntington dan Nelson,
keterlibatanmasyarakatDesaPayungmencerminkanbentukpartisipasiotonom dandeliberatif,
yang ditandai oleh adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam
memengaruhiprosespengambilankeputusanpublik.Halinimenunjukkanbahwamasyarakat
memilikiperanstrategisdalam prosesdemokratisasiditingkatlokal,khususnyadalam menjamin
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perlindunganterhadapanaksebagaikelompokrentan.Partisipasiyangterjadidalam penyusunan
Perdesinijugamemperlihatkanadanyahubunganyangsinergisantarapemerintahdesadan
masyarakat,sehinggakebijakanyangdihasilkanbersifatresponsif,partisipatif,dankontekstual.
Dengandemikian,PerdesNomor03Tahun2020tidakhanyamenjadiprodukhukum formal,tetapi
jugarepresentasinyatadarikehendakdankebutuhanmasyarakatDesaPayung.
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